DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Assiddigie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi
Press, Jakarta

Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti, Bandung

2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung

Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Putra Abardin, Bandung

Busroh, Abu Daud, dkk. 1985. Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia,
Jakarta

Dirdjosiswono, Soerdjono. 1990. Hukum Narkotika Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung

Earl Babie. 1998. The Practice of Social Research, Wadsworth Publishing Company,
USA

Friedman, Lawrence M. 1998. American Law An Introduction, Norton & Company,
New York-London

Henry Campbell Black. 1990. Black Law Dictionary, Seventh Edition, West
Publishing Co, St. Paul.

Hamzah, Andi dan RM. Surachman. 2015. Pre-Trial Justice & Discretionary Justice
dalam KUHP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum : Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung

Kanter, E.Y. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Kristiana, Yudi. 2006. Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Logman, Loebby. 1997. KUHAP Kita : Antara Harapan dan Kenyataan, Universitas
Indonesia, Jakarta

UPN " VETERAN' JAKARTA



Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2008. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR R,
Jakarta

Mahfud MD, Moh. 1993. Demokrasi dan Kontitusi di Indonesia, Liberty, Jakarta

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Undip, Semarang

dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi,
Djambatan, Jakarta

Marmosudjono, Sukartono. 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka
Kartini, Jakarta

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2008. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR R,
Jakarta

Mahfud MD, Moh. 1993. Demokrasi dan Kontitusi di Indonesia, Liberty, Jakarta

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Undip, Semarang

dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung

Makarao, Moh. Taufik. Drs Suhasril, H.Moh.Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Putra Jaya, Nyoman Sarikat. 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit
Undip, Semarang

Permana, Is.Heru. 2007. Politik Kriminal, Universitas Atmajaya, Yogjakarta

Partodiharjo, Subagyo. 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya,
Esensi, Jakarta.

Raharjo, Satjipto. 1996. llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Yogjakarta

2002. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

UPN " VETERAN' JAKARTA



Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peranan
Penegak Hukum Melawan Kejahatan, FH-UI, Jakarta

1994. Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia,
Jakarta

Rasjidi, Lili dan 1.B Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja
Rosdakarya, Bandung

Radjab, Dasril. 1994. Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Saleh, Roeslan. 1996. Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional,
Karya Dunia Pikir, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka
Pembangunan di Indonesia : Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Ul Press,
Jakarta

1986. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di
Indonesia, Ul Press, Jakarta

Santoso, Topo. 2000. Politik dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan, Pusat Studi
Peradilan Pidana Indonesia, Depok

Seno Adji, Indriyanto. 2001. Arah Sistem Peradilan Pidana : Suatu Tinjauan
Pengawasan Aplikatif dan Praktik, Komisi Hukum Nasional, Jakarta

Sulaiman, Abdullah. 2012. Metode Penulisan Hukum, Yayasan Lembaga dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta

Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo Persada,
2004), hal. 192.

Setiardja, A. Gunawan. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi
Pancasila, Kanisius, Yogjakarta

Seno Adji, Indriyanto. 2001. Arah Sistem Peradilan Pidana : Suatu Tinjauan
Pengawasan Aplikatif dan Praktik, Komisi Hukum Nasional, Jakarta

Sulaiman, Abdullah. 2012. Metode Penulisan Hukum, Yayasan Lembaga dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta

Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo Persada,
Jakarta

Utrecht. 1966. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta

Xi

UPN " VETERAN' JAKARTA



1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit FHPM
Unpad, Bandung

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Keputusan Presiden Rl Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada
Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN)

Artikel :

Ant/Riz, BNN dan POLRI Perlu Pembagian Kerja Yang Jelas (online),
http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/03/14/45308/BNN-dan-
Polri-Perlu

BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnya, Warta BNN, Nomor 6 Tahun 1/2003

BNN diberikan kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan (online), http://www.
Hukum online. com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-
dan-penyidikan.

www.bnn.go.id/read/pressrelease/10352

https://www.uii.ac.id/uii-dan-bnn-bersepakat-jalin-kerjasama

https://www.jpnn/com/news/bnn-gandeng-parpol-berantas-narkoba

www.bnn.go.id/read/pressrelease/18257

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Kompas, 2006), hal. 17

Mardjono Reksodiputro, Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi,

disampaikan dalam rangka Studium Generale di Dep. Kriminologi FISIP
Universitas Indonesia, Jakarta : 8 September 2009.

Xii

UPN " VETERAN' JAKARTA


http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/03/14/45308/BNN-dan-Polri-Perlu
http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/03/14/45308/BNN-dan-Polri-Perlu
http://www/

Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan
Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan
Penerimaan Jabata Guru Besar Tetap Dalam Ilmu HUkum pada FH Universitas
Indonesia, 1993,

Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Beri Kewenangan Penuh Pada Badan
Narkotika Nasional (BNN) (online),
http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undang- undang-ruu-
narkotika.html

Sejarah BNN (online), http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/
profil/ 8005/ sejarah-bnn.

Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu,
(Jakarta : Sinar BNN, Edisi khusus 2010), hal.27.

Visi dan Misi BNN (online),
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn- pusat/profil/8006/visi-
dan-misi.

Vivanews, Kewenangan baru BNN butuh 5000 penyidik, (online), http://www.

solopos. com/  2010/channel/nasional/kewenangan-baru-bnn-butuh-5-000-
penyidik-21866.

Xiii

UPN " VETERAN' JAKARTA


http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undang-
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/%20profil/
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/%20profil/
http://www/

